BABII
TINJAUAN PUSTAKA
PEMIDANAAN, TUJUAN HUKUM, DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Konsep Tentang Pemidanaan

Teori-Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika
kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya
kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial
masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri,
berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut
(retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan
(integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence).
Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang
hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.!
1) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).
Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar
pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan

itu sendiri”.? Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi

'Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama,
Bandung, 2009, hlm. 22.
2Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 10-11.
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Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai
pembalasan terhadap suatu kejahatan.’

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada si
pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap
kerugian yang mengakibatkan, penjatuhan pidana pada dasarnya
penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat
penderitaan bagi orang lain.*

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada
perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan
karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut
teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena
kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai
imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.’

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini
merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini
juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.® Namun, Andi Hamzah
lebih tegas menyatakan bahwa “pidana secara mutlak ada, karena

dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat

3Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta,
1993, hlm. 26.

“Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Belajar, Jakarta, 2005, him. 90.

SLeden Marpaung, Op.Cit, him. 105.

®JE. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan
Berencana, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 201.
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dijatuhkannya pidana tersebut”.” Pendapat ini terkesan lebih tegas dari

pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari
manfaat yang akan ditimbulkannya.

Dari beberapa pandangan terhadap teori retributif di atas
terdapat dua pandangan yaitu, teori retributif murni dan teori retributif
tidak murni. Teori retributif murni beranggapan bahwa pidana harus
cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan
penganut paham retributif tidak murni menyatakan harus ada batasan-
batasan untuk menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan.
Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang
praktis, tetapi bermaksud untuk memberikan penderitaan bagi penjahat.
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah,
yaitu:

a) Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari

pembalasan).

b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam
di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).®

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut retributif, yaitu:

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.

b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk
kesejahteraan masyarakat.

¢) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya

pidana.
d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

7Andi Hamzah, Loc.Cit.
8Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005, him. 157.
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e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang
murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik
atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.’

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan
tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu
sebagai berikut:

a) Pertimbangan dari sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah

suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan

melalui pemerintahan negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh
karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum
dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas
setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pemerintahan
negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-
kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu.

b) Pandangan dari sudut etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, pandangan Kant

menyatakan bahwa menurut rasio, setiap kejahatan itu haruslah

diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana sebagai sesuatu
yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika.

Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan

menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang

dituntut oleh etika tersebut.

’Dwidja Priyanto, Op.Cit, hlm. 26.
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¢) Pandangan alam pikiran dialektika Pandangan ini berasal dari

Hegel, Hegel ini dikenal dengan teori dialektikanya dalam segala

gejala yang ada di dunia. Atas dasar pemikiran yang demikian

pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan.!”
2) Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir
sebagai reaksi terhadap teori absolut atau teori pembalasan. Secara
garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar
pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam
masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari
pemidanaan yaitu:

1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat

(dehandhaving van de maatschappelijke orde);

2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh
masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het
herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke
nadeel);

3) Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);

4) Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van
de misdadiger);

5) Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de
misdaad)."!

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini belum pernah

merumuskan tujuan pemidanaan. Namun, tujuan pemidanaan telah

97pid, hlm. 159-160.
"Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum
Pidana, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1995, him. 12.
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dirumuskan di dalam konsep Rancangan KUHP. Tujuan Pemidanaan
yang tercantum dalam konsep rancangan KUHP meliputi:

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi perlindungan masyarakat;

b) Memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan
dan pembimbingan;

¢) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman
dan damai dalam masyarakat, dan;

d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa
bersalah pada terpidana.'?

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang teori
relatif ini, bahwa:
Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak
pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang
bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut
teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya
pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana
dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat
kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan
melakukan kejahatan).'®
Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat
melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan
kejahatan lagi. Teori relatif ini dalam hukum pidana dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (generale preventie)

dan prevensi khusus (specialle preventie). Kedua bentuk ini mempunyai

fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah

2Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan
pada Tindak Pidana Korupsi Suap, Jurnal Pandecta, Vol. 16. No. 1, 2021, hlm. 181.
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/27516.

3 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992,
hlm. 16.
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saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan E. Utrech bahwa prevensi
umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya
tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan
menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar.'*

Prevensi umum menekankan bahwa dengan melakukan
pemidanaan terhadap si pelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak
melakukan suatu kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya.
Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu
adalah terhadap pelaku itu sendiri. Pemidanaan terhadap si pelaku
adalah agar tidak diulanginya lagi kejahatan tersebut. Dalam hal ini
pidana itu mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki
narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna,
sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3) Teori gabungan

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitik
beratkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya
unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.'’ Van
Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan
bahwa “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan

masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara

“Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina
Cipta, Bandung, 1992, him. 12.
5Andi Hamzah, Op.Cit, him. 31.
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tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan

untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat™.'®
Teori gabungan ini mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan
yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan
sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Dari ketiga teori
pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan
pemidanaan itu bergerak ke arah yang lebih baik. Munculnya teori
absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat
keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin
dicapai dalam menjatuhkan pidana, sehingga, melalui teori relatif
dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan.
Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan
dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang. Sehingga,
dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masing-

masing teori sebelumnya.
B. Konsep Tentang Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan
perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan
hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering
berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun
sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi

benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang

18]bid, him. 32.
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digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai
berikut:

1. Keadilan Hukum;

2.  Kemanfaatan Hukum,;

3. Kepastian Hukum.!”

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas,
maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis,
pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati
peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat
kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi
melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa
Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-
praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat
teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan
hukum yang lain.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah.
Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan
kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian
atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini
tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita

hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan

"Muhammad Erwin, Falsafah Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2013, hlm. 123.
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tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal
menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat
menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang
mengikuti Radbruch.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu
kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan
hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Meski diharapkan bahwa
putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut,
namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi
adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau
pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutus dengan adil,
kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi
kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada
tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.'®

. Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang
beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan
penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk
menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau
sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan
keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu

larangan dilanggar, tatanan sosial yang terganggu karena terciderainya

871bid.
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keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan
harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai
dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.!”

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan
yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan
masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.

1) Situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi
golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat
harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling
tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang
kecil.

2) ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi
semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan
peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini
semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan
perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.?

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program
penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan
dua prinsip keadilan, yaitu:

1) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar

yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

2) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal
balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang
berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.?!

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum

mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum

YSidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, llmu Hukum, Teori Hukum
dan Falsafah Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, him. 20.

20 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, him. 201

2bid
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dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini
terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan
numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum,
sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa
yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, di
mana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan
besar kecilnya jasa, sehingga, dalam hal ini keadilan didasarkan pada
persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing
(proporsional).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang
bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada
kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang
yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi
(kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan
keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch
menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai
keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian,
keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan

menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.??

22Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta,
2014, hlm. 74.
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Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur
sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal.
Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi
hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi
hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian
hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser
nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum
yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang
dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai
kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan
karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum
tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan
hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan
kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan
antara ketiga nilai tersebut.?®

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban
nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi
hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif
berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak

bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.?*

Zhttp://Ibhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-
keadilan.html diakses pada Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 16.37 WIB.

2Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117.
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Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh
Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil
untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan,
kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.?

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh
Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah: “keadilan bermartabat
memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana
sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh
yang sangat kuat dari sistem-sitem hukum dunia yang ada saat ini dan
dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa
Indonesia.?®

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam
pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa
sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak
statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun
banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu
menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi
pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan
bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk
menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan

ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan

2Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.
2Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.
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bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-
lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat
menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law).*’
2. Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham
(1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu
adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik,
ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagimana menilai suatu
kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara
moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang
paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan
tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya
kerugian bagi orang-orang yang terkait.”8

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca
Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya
akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum
baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya
adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya
penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan
akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar

penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa

271bid, him. 18.
2Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm.
93-94,
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teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.
Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.
Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian
terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan
berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.
Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang
pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.?’

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill.
Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu
perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin
kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk
menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri
maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga
hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi
kesejahteraan umat manusia.> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu
tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya
suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan
kebalikan dari kebahagiaan.

Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan
pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu

tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu

2Lili Rasjidi, I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung,
1993, him. 79-80.

3'H.R Otje Salman, S, Falsafah Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika
Aditama, Bandung, 2010, him. 44.
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rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill
keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas
kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang
mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap
kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual,
melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan
dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua
persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.’!
3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan
sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari
kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu
tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, dengan adanya
kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami
jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk
mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu
sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui
logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis
mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem

logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu

3'Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2006, hlm. 277.
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harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga, semua orang wajib
berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib.
Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada
ketertiban.*?

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada
kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam
menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav
Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian
dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif
baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada
pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,
konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.*’

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab
secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur
secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

(multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan

32Gidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan
Falsafah Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, him. 8.

3Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3, 2014.
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57.
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norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk
kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.>*

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu
adalah perundang-undangan.

- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan
pada kenyataan.

- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas
sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping
mudah dilaksanakan.

- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya
bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.
Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari
perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut
Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan
manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu
kurang adil.®

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti,
ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti

sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan

34http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ Diakses Pada Tanggal 30
Maret 2022, Pukul 18:57 WIB.

3https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/ Diakses Pada
Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 19:10 WIB.
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dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian
hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif,
bukan sosiologi.>
C. Konsep Tentang Pertimbangan Hakim
Pada umumnya teori pengambilan putusan perkara pidana
didasarkan pada teori pengambilan putusan deskriptif. Model deskriptif ini
dapat meliputi teori probabilitas, teori aljabar, dan teori model cerita
(kognitif). Menurut Hastie pengambilan putusan perkara pidana yang
dilakukan hakim dapat diterapkan pada hakim di Indonesia, karena proses
pengambilan putusan hakim sebenarnya tidak berbeda dengan hakim.’’
Perbedaannya, hakim hanya memutuskan terdakwa bersalah atau tidak,
kemudian memutuskan sanksi pidananya jika terdakwa dinyatakan
bersalah.®
1. Teori Probabilitas
Teori probabilitas dalam pengambilan perkara pidana didasari
oleh probabilitas Bayesian. Asumsi dasar teori Bayesian adalah dimensi
dasar dari berfikir, yang dinyatakan bahwa membuat putusan adalah
probabilitas subjektif. Artinya semua informasi yang relevan dengan
pengambilan putusan akan dikonsep melalui individu sebagai kekuatan
keyakinan (probabilitas subjektif). Kahnerman, Slovic dan Tversky

menyatakan, bahwa probabilitas subjektif adalah probabilitas yang

3Dominikus Rato, Falsafah Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, him. 59.

37Yusti Probowati Rahayu, Loc. Cit.

3#Jonaedi Efendi, Loc. Cit.
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menyebutkan individu yang berbeda akan menghasilkan probabilitas
yang berbeda dalam kejadian yang sama. Hal ini disebabkan penetapan

probabilitas berdasarkan keyakinan tiap individu.*

Walaupun
demikian, probabilitas subjektif masih terkait dengan pengambilan
putusan rasional yang umum. Konsistensi internal atau koherensi dalam
probabilitas subjektif diperoleh jika pilihannya dapat memuaskan
prinsip tertentu. Teori probabilitas Bayesian dapat diterapkan dalam
kondisi saat seseorang berkeinginan untuk memperbarui keyakinannya
akan suatu peristiwa dengan bukti-bukti baru. Hal ini sesuai dengan
pengambilan putusan perkara pidana karena hakim atau juri akan selalu
mengubah keyakinannya (salah atau tidak) jika ada bukti-bukti baru.*
Teori Aljabar

Pendekatan aljabar yang digunakan dalam putusan pidana
adalah persamaan model linear atau persamaan rerata yang dibobot.
Persamaan rerata yang dibobot berasumsi bahwa setiap bukti yang
diidentifikasi akan diperantarai oleh derajat kepentingan, relevansi, dan
reliabilitas bukti. Dalam pengambilan putusan hukum, seorang juri atau
hakim harus mempertimbangkan suatu kesaksian dari derajat

kepentingannya. Seorang saksi yang reliabel akan diberi bobot penting

dibanding saksi-saksi yang tidak reliabel. Dampak kesaksian terhadap

3Yusti Probowati Rahayu, Loc Cit.

O1pid.
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keputusan akan ditentukan oleh isi kesaksian, reliabilitas, kredibilitas,
serta relevansi kesaksian.
Teori Model Cerita (Kognitif)

Teori model cerita berawal dari pemikiran bahwa para hakim
dalam rangka memutuskan perbuatan pidana akan mengumpulkan
informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa

maupun alat-alat bukti lain.

Hakim akan menyusun cerita berdasarkan bukti-bukti di
persidangan. Selanjutnya mereka mempelajari beberapa kemungkinan
putusan, dan akhirnya mereka memilih keputusan yang paling cocok
dengan cerita yang telah disusun untuk memahami bukti-bukti yang

didengar dalam menetapkan putusan.
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